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PENDAriULUAN 

A. Lntar Bclnkang lasulah 

Seiling dengan peningkatan kcburuhan pemb1ayaan pcmbangunan 

nasional. maka peranan pajak sebagai salab satu sumbemya mcnJadi semakin 

pcnting, baik masa kini maupun di masa mendatang. Untuk mewujudkan cita-cita 

pcmbangunan nasional ke arab masyarakat yang adil dan makmur diperlukan 

peran se1ia masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam 

kepatuhan pcmbayaron paJak. 

Sistcm pemungutan pnJak d1 Indonesia adalab self as~emnent )ang 

mcmpunym arti bahwa pencntuan penetapan besamya pajak yang terutang 

dipercayakan kepada wajib p3J3k sendm untuk mclaporkan secaro teratur Jurnlah 

pajak yang tcrutang dan membayar pajak yang terutang tcrsebut sesuai dcngan 

kctcnruan yang berlaku dalam pcraruran pcrundang-undangan perpajakan. Dengan 

sistem ini diharapkan pula pclaksanaan admmistrasi y1ng terlalu membebani 

wajib paJak dan birokratis akan dapat d1hindari. Oleh karena sistem pemungutan 

pajak yang digunakan di Indonesia adalah ~1!/f assessllll!nt rnaka masyarokat 

scbagai wajib pajak dibutuhkan tingkat kcsadarannya untuk dupat memenuhi 

kewajiban perpaJakannya dcngan benar. 

Kepatuhan pajak yang bersumber dari kcsadaran mas:rarakat terhadap 

pcnunaian kewajiban membayar paJak itu tentu bukan scsuatu yang berdiri 

sendiri. Berbagai pcrsoalan pcrpajakan yang kerap muncul. baik yang bersumber 

dari wajib pajak (masyarakat). aparatur pajak (fiskus), maupun yang bersumber 
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dan sistem perpajakan nu scndui Kesadaran masyarakat WJtuk mcmhayar pajak 

masih tcrgolong rcndah. lront~nya , fcnomena ini tidak saJa dtjumpai dt kalangan 

masyarakat "kelas bawnh" yang mcmiliki keterbatasan wawasan dan pcngctahuan 

soal pajak, tapt juga di kolangan masyarakat "kelas atas" yang tahu bctul fungsi 

dan peran pajak. Sejwnlah pcJahat tinggi dan mantan pcjabat pcmah dikabarkan 

menWJggak membercskan kewajiban pembayarnn Pajak Pcnghastlan (PPh) 

sampai lewat batas \\ aktu pcnyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Kcpatuhan perpajakan dapat didefinisikan scbag:u suatu stkap pcrilaku 

wajib pajak yang melaksanakan semua kcwajiban perpajakannya dan menikmati 

s.:mua hak perpajakannya scsuoi dengan ketentuan peraturan p~:rundang-undangan 

yang berlaku. Dikenal dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan 

kepatuhan material. Kcpatuhan fom1al adalah suatu keadaan dtmana wnjib pajak 

mcmenuhi kcwaJiban perpajat.:an dengan menitikberatkan pada nama dan benruk 

kC\.,.ajiban saja. tanpa memperhatikan hakckat kewajtban ttu. '1.1isalnya 

menyampaikan SPT PPh scbclwn lewat batas waktu penyampaian SPT PPh ke 

Kantor Pelayanan Pajak. dcngan mengabaikan apakah •~• SPT I'Ph tcrsebut sudah 

benar atau belum, yang pcnting SPT PPh tcrsebut sudah disampaikan sebelum 

jatuh tempo. Sclanjutnya, yung dimaksud dengan kcpatuhan material adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak selain memcnuhi kewajiban yang bcrhubungan 

dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama m~:mcnuhi hakekat 

kewajiban perpaJakannya. Dtstm wajib pajak yang ber>angkutan, selain 

mcmperhatikan batas tanggal pcnyampatan SPT PPh JUga mcmpcrhatikan 

kebenaran yang sesungguhnyu duri isi dan hakekat SPT PPh tcrsebut. 
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